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Propinsi Sumatera Harat merupalkan salah satu bahapian dari
Megara Kesatuan Republik  Indonesia vang memiliki potensi daerah
vang harus terus dikembangkan baik di bidang pertanian, industs i,
pertambangan, kekayaan laut dan lain sebagainva. Sebagal daerah
vang bermaung dibawah wilavah vang menganut sistem demokrasi.
Sumbar berhak dan berwenang serta berkewajiban untuk mengalur
dan mengurus segala masalah dan urusan rumah tangganya sendirt
sesual dengan ketentuan peraturan  perundangan yvang  berlaku
untuk  meningkatkan  daya  guna  dan hasil  guna terbadap
penyelenggavaan pemerintahan  dacrah dalam rangka pelayanan
kepada masvarakal dan pelaksanaan pembangunan,

Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi penuh,  sejak
dikeluarkannya  Undang-Undang  Momor 22 Tahun 1999,
menimbulkar banvak alibat bapgi proses pelalsanaan pl:'mb-:'lrn-;m]d.n
daerah, terutama di daerah Sumbar, Dimana sckecil apapun potensi
daerah vang ada, harus tetap menjadi bahan pertimbangan utama
dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Guna  pencapaian  pelaksanaan  pembangunan  secara
maksimal, diperlukan adanya sualu perencanasn yvang matang,
dimana perumusan rencana pembangunan daerah harus ditekankan
pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masvarakat
melalui peningkatan  kemampuan  dan pemberdavaan  seluruh



melalui peningkatan kemampuan  dan  pemberdayaan  seluruh
perangkat daerah sera seluruh unsur dalam masvarakat. Dalam hal
ini, penyusunan perencanaan  pembangunan  dacrah ditugaskan
kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA} vang
dibentuk dengan Keppres Nomor 27 Tahun 1980,

Untuk penyelenpparaan tugas-iugasnya, Bappeda Ierfungsi
antara lain: menyusun pola dasar pembangunan dacrah, menyusun
repelita daerah tingkat [, menvusun pregram-program  tahunan,
melaksanakan koordinast perencanann di antara dinas-dinas, satuan
organsasi  lain, mstansi vertikal dan  badan-badan  lain  vang
bersangkutan, menyusun RAPBD tingkat | bersama-sama dengan
Bire Keuangan Daerah, dan lain-lain.,

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan di daerah,
secara teoritis didasarkan pada apa vang disebut dengan mekanisme
perencanaan dari bawah, Dalam artian Dbahwa suatu program
dikatakan nal menjadi DIF setelal melewali - tahapan perencanaan
pembangunan  yang meliput  musyvawarah pembangunan  desa
(tingkat desa}. temu karyva pembangunan (Ungkat kecamatan), rapat
koordinasi pembangunan daerah tingkat [ {tingkat kabupaten],
rakorbang dati | ({tingkat provinsi), konregbang yvanp kemudian
dilanjuthkan dengan penyiapan RAPBD serta tahapan akhir penviapan
DIPDA,

Dalam  menjalankan  fungsi dan  tugasnya  ini, Bappeda
mengalami banvak kendala. Kendala utama atau pokoknyva adalah
kurangnyva dukungan dan partisipasif masvarakat dalam  suaty
proyek, baik dalam proses perencanasn maupun dalam  proses
pelaksanaan. Hal i disebabkan karena Bappeda sebagai badan
perencanaan memilik kekuasaan vang sentral sehagal perwakilan
pemenntah pusat  di daerah  dimana  dalam merencanakan
pembangunan daerah memberikan batasan kepada hak masvarakat
daerah sendiri untuk ikut serta mengusullan, merencanakan suaty
provel vang menurut mereka terbaik untuk daerabhnva,

Kurangnyva dukungan dan partisipasif masavaralat terhadap
sualu proyek, menyebabkan pelaksanaan perencanaan vang dibuat
terasa kurang bermanfaat dalam pembangunan daerah. Begitu juga
dengan kendala lain yang dihadapi oleh Bappeda. Namun denpan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, thharapkan
Ketentuan peraturan perundangan vang batu ind dapat memberikan
batasan terbadap kekuasaan monopoli dari pemerintah pusat
terhadap  daecrsh  dan  lebih memberikan  kebebasan  kepada
masyarakat dacrah  untuk dapatl merencanakan  kepentingan
daerahnva sendiri.



BABI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan dan penvelenpraraan pemerintahan dalam suatu
negara terlingkup dalam berbagat urusan batk o daerabh maupun
i pusat, schingga harus ada pembagian dan pembalasan vang
jelas antara sualu urusan yang tetap mengadi urusan pemerintah
pusat dengan urusan lain vang menjadi urusan rumah tanpgga
daerah sendiri.

Penvelenggaraan pemerintahan di daerah di L];i&-aﬂf:a‘m paa

pasal 18 avat (1] Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 vang
berbumnyi:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagl atas daerah-daerah
provinsi dan daeraly provinsi itu dibag atas kabupaten dan kota,
vang bap-tiap provins:, kabupaten, dan kota itu mempunyail
pemerintahan dan daerah, vang diatur dengan undang-undang.

Adanva hubungan timbal balik antara pemerntab pusat dan
pemerintah daerah dalam menvelenggaralkan urusan pemerintahan
menimbulkan adanva dua jenis pemenntaban. vakn: pemermtahan
dari daerah otomom vang diadakan  sebapal pelaksana asas

desentralisasi teritorial  Jdan pemerintahan dard walavah



administratii  vang  diadalan  sebagai pelaksana  asas
dekonsentrasi.’

Pelaksanaan  asas dekonsentrasi merupakan  perwuiudan
pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebapai
walkil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Karena
pemerintah di negara kita merupakan pemerintah nasional yang
melipuit wilayah-wilayah besar dan lecil vang tersebar di seluruh
wilavah nasional, maka kepentingan dari pemerintah pusat itu
senantiasa ada di selurubh wilayah negara betapapun kecilnva
kepentingan  tersebut. Dalam realisasinva,  aszas  ini secara
mstitusional diwadahi dalam bentulk Kantor-Kantor Departemen
dan  Kantor-Kantor Wilayah, Kedua perangkal  inilah  vang
merupakan organ pelaksana urusan pemerintah pusat di daerah.

Sedangkan  pelaksanaan  asas  desentralisasi merupakan
perwujudan penverahan wewenang pemerintab oleh pemerintah
pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
Kepublik Indonesia, Asas ini mewadahi kepentingan atau aspirasi
nasional yang membernlkan kewenangan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus dacrahnyva sendiri agar lelih berdaya

"rwan socjitng, Meiigan Pemerinal Poser e Demeriotale Hgerads, Rineka Cipta, Tnkarta
Loog, Hal 183



tad

eunna dan berhasil guna sesuai denpgan kemampuan dan potensi
vang dimiliki baik sumber dava alam, seumber dayva manusia
maupun sumber dava buatan vang ada.

Asas  dentralisast it diwadahbi dalam institus yvang
nomenklaraturnva dilenal sebagal organisasi dinas daerah yang
merupakan unsur pelaksana pemernntab daerah vang menjadi
salah satu bagian dan peranegkal dacrals, Apar pelaksanaan asas
ini dapat bemalan sesual dengan tupuannya maka pemenntah
daerah otonomn harus di bentuk  dengan susunan pemerintahan
{];11?1':.3_]1 vang terstrulkiure dan sistim Dirokras) vanp bak yang saiing
Bekerja sama sccara timbal balik dan seimbang,

Pelaksanaan darl asas desentralisas menimbulkan kekuasaan
clonomi kepada daerah, Pengakuan atas adanva dacrah atonom
sehenamya sudah 1;11';11:1.|r dalam sistem pemerintahan negara kita
vaitu vang lertuang dalam pasal 18 ayat (2] Amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pemerintahan daerah  provinsi, daerah kabupaten, dan kola
mengalur dan mengurus sendirtl uruasan pemennitahan menurul
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejalan  dengan perkembangan pembangunan sast  ini,

clonomi daerab tidak lagi hanya dilokuskan pada Daerabh Tingkat



Il namun sudah meningkat dengan fokus clonon pada Daerah
Tingkat 1 atau propinsi,

Adapun pemberian kedudukan propinsi sebagi dacrah otonom
fdan  =ekaligus  wilayvah  administratl dilakukan denpgan
pertimbangan:?

1. Uniulk memelihara hubungan vang serasi antara pusal dan
dacrah dalam Keranghka Megara Kesatusn Republik Indonesia.

2. Untuk menyelenggarakan otonomi dacrah vanp bersilat lintas
daerah  lkabupaten dan  daerah kota  serta melaksanakan
kewenangan olonomi daerah vang belum dapat dilaksanakan

dalam dacrah kabupaten dan daerah kota.

k)

. Unituk melaksanalan tugas-tugas pemerintahan terleptu vang
dilimpahkan dalam ranghka pelaksanaan asas dekonszentras.
FPerubahan Undang-Undang Nomor 5 tabun 1974 oleh
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah mengganti konsepsi
otonomt yvang nyata dan bertanpgung jawab menjadi konsepsi
otonomi vang  luas, nyata dan bertangpung  jawah  secarag
proporsicnal,
Kewenangan otonomi yvang luas adalah keleluasaan daerah

Ltk menyelongeraralkan pemerintahan vang  mencakup

: Penpebasun Emom Undong-Uindang, Momoer 22 Tebun 1999 Butn | Furof g



kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
di bidang pobitilk luar negery, pertahanan dan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal, apama serta kewenangan bidang lainnya vang
selanjutnva akan ditetapkan melalul peraturan pemerintah, [
samping itu, keleuasaan otonomt mencakup pula kewenanpgan
vang utubh dan bulat dalam  penyelenggacaannya, muolai dard
perencanaant, pelaksanasan,  pengawasan,  pengendalian dan
evaluast,

Atas dasar penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 jmiab. Badang FPerencanasan Pembangunan Daerah vang di
singkat dengan BAPPEDA yvang di atur dengan Keputusan Presiden
Momnor 27 tahun 1980 dan Surat Keputusan Menternt Dalam
Megeri MNomwor 185 [mhun 1980 sebagai badean  perencanaan
pembangunan daerabh vang hertugas membanty Kepala Daerah
dalam menentulkan perencanaan pembangunan Ji daerah serta
penilalan alas pelaksanaannva i, mempunyal kedodokan dan
peranan yang sangat strategis,

Dalam hal diberikannyva otonomi vang seluas-luasnva kepaca
daerabh  untul  menvelensgarakan  program-program regional,
menuntal  pelaksanaan  tugas  dan fungsi Bappeda untuk

menyelenggarakan perencanaan  pembangunan daerab menjadi



i

lebibh optimal lagi vanpg ditekankan pada upava mewujudkan
pemingkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemingkatan
kemampuan dan pemberdavasn seluruh perangkatl dacrah seria
seluruh unsur dalam masvarakat vang sclkecil apapun poterisi
pembangunan daerah harus tetap menjadi bahan pertimbangan
utama dalam setiap penvusunan perencanaan pembangunan ity
sendin.

derdasarkan uraian di atas dan dilandasi dengan adanya
kemngman vang kuat untuk mengkaji secara lehibh o mendalam
tentang  sciralh perkembangan, tugas, fungsi, peranan  dan
mekanisme  Kerja Bappeda  dalam pembangunan  setelah
herlakunva  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 serta
prospeknva dimasa  yang akan datang  dalam  melaksanskan
otonomi daeral seluas-luasnya sebapai salah =atuy peranglkal
dacrah, maka penulis merasa  lertarik untulk mengadalan
penelitian dan menuangkannva dalam hentul ka rva tlmiah skripsi
dengan judul ;

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MELAKSANAKAN OTONODII LUAS, NYATA DAN
BERTANGGUNGJAWAR.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tupas, Fangsi dan Peranan BAPPEDA dalam Penyelenggaraan
Otonomi Daerah

Tugas adalah kewenangan dan  tanggung  jawab  dan
merupakan kewajiban vang harus dijalankan vang diberikan atas
dasar kemampuan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman Orpanisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan
Badan Pembangunan Dacrah Kabupaten/Kota, tupgas Bappeda
Fraovinsi adalah membantu Gubernur Kepala Daerah Provinst
dalam  menentukan  kebijaksanaan  dibidang  perencanaan
pembangunan  di Daerah  Provinsi  serta  penilaian  atas
pelaksanaannya.

Fungsi adalah apa atauw sesuatu vang harus dijalankan guna
temenuhl maksud atau tujuan.® Keputusan Presiden Nomor 15
Tahun 1974 yang dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 27
Tahun 1980 sebagaimana diuraikan  sebelumnya adalah

merupakan pelaksanaan dar Undang-Undang Nomor 5 Tahun
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EAB IV

RESIMPULAN DAN SARAN

A. Keslmpulan

1.

Berdasarkan Pasal 2 avat (1) Keputusan Presiden Momor 27
Tahun 1980 yang menegaskan hahwa Pappeda Provinst adalah
badan stal  vyang  langasung berada dibawah  dan
bertanprungiawab kepadn  Gubernur alau  kepala Daerah
Provinsl, Bappeda mempunyai wgas  dan  funpsi  untuk
membaniu - Gubernur/Kepala  Daerab  dalam mencntukan
kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di daerah
Provinsi serta memberikan penilaian atas pelakasanaannya.
Dalam  merencanakan tugasnya  itu Bappeda wiajib
mengusahakan keterpaduan antara perencanaan nasional dan
dacrah serta menpkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari
selurull unit-unit vertilal vang terdapat dalam wilavahnya,

Mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah di
dasarkan pada perencanasn dari bawah vang harus merekam
aspirasi masvarakat i daerah melalui o tahap penvusunan
perencanaan  dengan mekanisme hottom up planning vang
dimulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Panjangnyva

tahapan yang harus dilalui dalam MCNYUSUN  perencanaan
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